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ABSTRACT

To protect employers and workers, employment law provides fair and balanced regulations. In Indonesia, Law
13/2003 and the Job Creation Law regulate employment with the aim of guaranteeing workers' rights such as decent
wages, rest periods, and protection from discrimination, as well as providing legal certainty for employers. In this
article, we will explore the various ways in which the application of employment law can address employment
disruptions, improve labor protection, and support socio-economic stability. Due to the transformation of the world
of work caused by globalization and digitalization, regulations must be adjusted to ensure that industrial relations
remain stable. With a comprehensive approach, employment law is expected to create a balance between company
productivity and labor welfare, which will drive the nation's long-term growth.

Keywords: Employment Law, Normative Workers' Rights, Labor Protection, Industrial Relations.

ABSTRAK

Untuk melindungi pengusaha dan tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan memberikan peraturan yang adil dan
seimbang. Di Indonesia, Undang-Undang 13/2003 dan UU Cipta Kerja mengatur ketenagakerjaan dengan tujuan
menjamin hak pekerja seperti upah layak, waktu istirahat, dan perlindungan dari diskriminasi, serta memberikan
kepastian hukum bagi pengusaha. Dalam artikel ini, kami akan menemukan berbagai cara di mana penerapan hukum
ketenagakerjaan dapat mengatasi gangguan hubungan kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, dan
mendukung stabilitas sosial-ekonomi. Karena transformasi dunia kerja yang disebabkan oleh globalisasi dan
digitalisasi, regulasi harus disesuaikan untuk memastikan hubungan industrial tetap stabil. Dengan pendekatan
komprehensif , hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara produktivitas perusahaan
dan kesejahteraan tenaga kerja, yang akan mendorong pertumbuhan jangka panjang bangsa.

Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Hak Normatif Pekerja, Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial.
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PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan sistem hukum yang mampu mengatur berbagai aspek kehidupan
masyarakatnya, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan memiliki peran strategis
dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan pengusaha. Dalam perspektif makro,
hukum ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi pihak-pihak dalam hubungan kerja, tetapi juga
mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Sistem hukum ketenagakerjaan yang efektif dapat mendorong
produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing perusahaan, serta memberikan kontribusi positif
terhadap pembangunan nasional. Seiring perkembangan zaman, dunia kerja mengalami berbagai
transformasi. Globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi teknologi telah mengubah cara kerja dan pola hubungan
kerja. Fleksibilitas dalam perjanjian kerja, maraknya sistem kerja kontrak, hingga penggunaan tenaga kerja
lepas (freelance) menjadi isu yang semakin relevan. Perubahan ini menuntut adanya adaptasi dalam regulasi
ketenagakerjaan agar mampu menjawab tantangan modern.

Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan,
seperti Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan
untuk mengakomodasi kepentingan tenaga kerja, yang sering kali berada dalam posisi lebih lemah,
sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka. Namun, dalam
praktiknya, penerapan hukum ketenagakerjaan kerap menemui berbagai hambatan, termasuk lemahnya
penegakan hukum, ketidakseimbangan informasi, dan konflik kepentingan. Persoalan-persoalan seperti
perselisihan hubungan industrial, pelanggaran kontrak kerja, dan ketidakjelasan status hubungan kerja
menjadi tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah lebih jauh
bagaimana hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai pelindung yang adil bagi kedua belah pihak.
Melalui artikel ini, akan dikaji bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia dapat diimplementasikan
secara efektif dalam menangani masalah hubungan kerja. Fokus pembahasan meliputi mekanisme
penyelesaian perselisinan hubungan kerja, perlindungan hak tenaga kerja, serta penguatan posisi pengusaha
dalam menghadapi tantangan global. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih
holistik tentang peran hukum ketenagakerjaan dalam menciptakan harmoni antara tenaga kerja dan
pengusaha.

HASIL PEMBAHASAN
Pemenuhan hak -hak normatif pekerja sebagai jaminan perlindungan tenaga kerja

Salah satu komponen penting dalam perlindungan tenaga kerja adalah realisasi hak-hak normatif
pekerja. Hak-hak ini mencakup sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjamin
perlindungan dan kesejahteraan karyawan mereka. Undang-Undang 13/2003, yang menetapkan landasan
hukum bagi interaksi antara pemberi kerja dan pekerja, mengatur hak-hak normatif ini di Indonesia. Dalam
situasi ini, menegakkan hak-hak normatif merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang adil dan
efisien selain sebagai kewajiban hukum. Hak-hak normatif pekerja mencakup berbagai elemen, seperti hak
atas upah yang layak, waktu istirahat, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Salah satu hak mendasar yang harus diberikan kepada karyawan adalah gaji atau upah mereka. Setiap
karyawan berhak atas gaji minimum yang ditentukan oleh peraturan pemerintah daerah, sesuai dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain gaji pokok, remunerasi ini juga mencakup kompensasi lembur
dan tunjangan tetap dan tidak tetap. Sebagai ucapan terima kasih atas upaya mereka, karyawan juga berhak
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atas Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan setiap tahun.. Setiap orang berhak atas standar kehidupan
yang baik bagi semua orang. Ada dua perspektif tentang upah minimum. Pertama, karena tingkat
pendapatan yang tinggi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka upah minimum berfungsi
sebagai pengaman bagi pekerja untuk memastikan bahwa nilai upah yang diterima tidak buruk. Kedua, ini
berfungsi sebagai perlindungan bagi pemberi kerja jika karyawan produktif dan secara konsisten
meningkatkan produktivitas, yang memastikan bahwa kebutuhan pekerja terpenuhi. Otoritas negara
menentukan gaji minimum dengan menghitung biaya hidup minimum bulanan.

Hak pekerja yang penting lainnya adalah hak untuk beristirahat. Setiap karyawan berhak atas istirahat
minimal 30 menit setelah bekerja selama empat jam berturut-turut. Hal ini bertujuan untuk menjaga
kesehatan emosional dan fisik karyawan agar mereka dapat bekerja dengan optimal. Selain itu, karyawan
berhak atas cuti tahunan selama dua belas hari setelah dua belas bulan bekerja secara terus menerus. Hal
ini menunjukkan bahwa menjaga kesejahteraan karyawan mencakup keseimbangan antara kehidupan kerja
dan kehidupan pribadi bukan hanya aspek finansial. Perlindungan non-finansial juga menjadi bagian
integral dari hak-hak normatif pekerja. Hak untuk tidak mengalami diskriminasi dalam lingkungan kerja
adalah salah satu contohnya. Setiap karyawan berhak atas perlakuan yang sama di tempat kerja, kesempatan
untuk mengikuti pelatihan kejuruan, seleksi rekrutmen, dan persamaan perlakuan dalam pekerjaan dan
jabatan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau agama.

Hal ini termasuk hak untuk membentuk serikat pekerja dan terlibat dalam kegiatan kolektif demi
memperjuangkan kepentingan bersama. Diskriminasi umumnya terjadi pada perempuan, namun
diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, mengambil hak berdasarkan jenis kelamin yang
berusaha mengurangi atau menghapus pengakuan kebebasan manusia dalam berbagai bidang kegiatan,
termasuk ekonomi. Selain itu, undang-undang juga mengatur peraturan yang ketat tentang perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Karyawan berhak untuk mendapatkan layanan medis jika
diperlukan, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pentingnya pemenuhan hak-hak normatif ini tidak
hanya mempengaruhi kesejahteraan karyawan secara individu, tetapi juga produktivitas bisnis secara
keseluruhan. Karyawan akan bekerja dengan baik jika mereka merasa dihargai dan aman. Sebagai hasilnya,
kinerja perusahaan akan meningkat, dan pada akhirnya keuntungan akan meningkat.. Oleh karena itu,
pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memahami dan memenuhi hak-hak normatif ini sebagai bagian
dari strategi bisnis mereka. Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak normatif pekerja adalah langkah
penting dalam menjamin perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas dan
komitmen dari semua pihak terkait, diharapkan hubungan industrial dapat berjalan harmonis dan saling
menguntungkan. Keberlanjutan perlindungan terhadap hak-hak normatif akan menciptakan iklim kerja
yang positif dan produktif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan

Analisis hukum ketenagakerjaan terhadap perlindungan buruh berdasarkan peraturan perundang
undang ketenagakerjaan

Di Indonesia, berbagai elemen, termasuk pemerintah dan masyarakat, bekerja sama untuk
membangun negara dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, aman, dan
nyaman. Mereka melakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Salah satu komponen penting dalam mempercepat
proses pembangunan adalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah pelaku strategi dan sasaran
pembangunan. Untuk memastikan undang-undang mendukung tujuan pembangunan, sistem pembangunan
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nasional mengatur ketenagakerjaan melalui perangkat hukum. Sejarah ketenagakerjaan di Indonesia
mencatat masa lalu yang kelam, termasuk sanksi poenale, kerja permanen, dan kerja paksa atau rodi.
Menurut UU 13/2003, tenaga kerja didefinisikan sebagai individu yang mampu menghasilkan barang dan
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian serius
terhadap perlindungan dan keselamatan kerja, mengingat pentingnya peran tenaga kerja. Kebijakan ini tidak
hanya bertujuan melindungi keselamatan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
kesejahteraan keluarganya.

Maksud perlindungan tenaga kerja adalah untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan hak
dasar mereka dan diperlakukan secara adil, bebas dari subordinasi atau diskriminasi. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sambil mempertahankan hak-hak pekerja di
seluruh dunia. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” merupakan dasar kebijakan ketenagakerjaan.
Keselamatan kerja menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, pemerintah, dan
masyarakat. Semua pihak perlu memastikan bahwa pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan aman. Oleh
karena itu, diperlukan langkah-langkah berkelanjutan untuk menjaga kenyamanan, kesehatan, dan
keselamatan pekerja di tempat kerja. Pemikiran ini menjadi dasar bagi program perlindungan tenaga kerja,
yang bertujuan mendukung produktivitas serta menjaga stabilitas perusahaan dalam operasional sehari-hari.
Upaya perlindungan meliputi penegakan hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta jaminan
sosial dan ekonomi. Selain itu, penerapan prosedur kerja yang benar juga menjadi bagian penting dari
langkah-langkah perlindungan tenaga kerja.

Pengembangan sektor ketenagakerjaan memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan
nasional. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga
kerja, memberikan perlindungan yang layak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
usaha. Pengaturan ini harus bersifat komprehensif dan terkoordinasi agar dapat mewujudkan pembangunan
ketenagakerjaan yang seimbang, tidak hanya untuk kepentingan tenaga kerja tetapi juga bagi pengusaha,
pemerintah, dan masyarakat, baik dalam aktivitas kerja maupun di luar jam kerja. Namun, kemajuan di
bidang ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam menyelaraskan perkembangan di berbagai sektor
industri, seperti sektor maritim yang terus berkembang setiap tahunnya. Ketidakseimbangan ini sering
memicu persaingan ketat dalam dunia kerja, yang berdampak pada rendahnya peluang bagi pencari kerja
dengan kualifikasi rendah untuk mendapatkan pekerjaan. Situasi ini mendorong sebagian tenaga kerja
Indonesia untuk bermigrasi ke luar negeri, dipengaruhi pula oleh tawaran gaji yang lebih tinggi di negara
tujuan. Berdasarkan teori klasik push-pull, migrasi terjadi karena faktor pendorong dari negara asal, seperti
terbatasnya lapangan Kkerja, dan faktor penarik dari negara tujuan, seperti upah yang lebih besar.

Untuk memenuhi kebutuhan semua pihak, hukum ketenagakerjaan dibuat untuk mengatur hubungan
antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau perusahaan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. undang-undang ini mengatur hubungan
kerja yang berlangsung antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan. Hubungan Kkerja ini
harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja, yang dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau perjanjian kerja terkait pemutusan
hubungan kerja (PHK). Dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan tenaga kerja, peraturan ini
diterapkan secara adil tanpa memperhatikan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau pandangan politik.
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Undang-undang ini juga memastikan bahwa semua karyawan dilayani dengan sama. Menurut ketentuan
tersebut, ada empat jenis perlindungan yang ditawarkan kepada pekerja atau buruh, yaitu:

1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moralitas,
dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama, menurut Pasal 86 (1)
UU 13/2003. Program keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan diterapkan sesuai dengan hukum
untuk melindungi pekerja dan memastikan produktivitas kerja yang optimal. Pemerintah telah
menetapkan standar ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja tetap aman . Proses penyusunan,
pelaksanaan, dan pengawasan standar tersebut merupakan komponen penting dari pelaksanaan
keselamatan kerja. Peraturan sebelumnya, yaitu Veiligheids Reglement Stbl Nomor 406 Tahun
1910, telah digantikan olenh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
karena dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan ketenagakerjaan modern. Meskipun
berfokus pada aspek keselamatan kerja, undang-undang ini juga mencakup aspek kesehatan kerja,
mengingat keduanya memiliki keterkaitan erat. Ketika keselamatan kerja diterapkan dengan baik,
kesehatan kerja pekerja pun dapat terjaga.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 3/1992, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
adalah perlindungan bagi tenaga kerja yang diberikan bantuan keuangan sebagai kompensasi atas
penurunan atau kerugian sebagian pendapatan mereka. Selain itu, Jamsostek juga menawarkan
berbagai layanan untuk membantu pekerja menghadapi berbagai situasi, seperti kecelakaan kerja,
sakit, persalinan, pensiun, atau kematian.

Perlindungan Upah

Pencegahan terhadap ketidaksesuaian dalam pengupahan merupakan bagian penting dari
perlindungan bagi pekerja dan buruh. Menurut Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang No 13/2003, setiap
pekerja memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup
dasar mereka dan keluarga mereka, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Upah menjadi hak yang sangat krusial bagi pekerja atau buruh
dalam suatu perusahaan, dan mendapatkan penghasilan yang layak sering menjadi motivasi utama
mereka. Karena itu, persoalan pengupahan yang tidak sesuai kerap menjadi sumber konflik.
Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan
mogok Kkerja

Perlindungan hak-hak dasar pekerja atau buruh, seperti hak untuk bekerja sama dengan pengusaha
dan menjalankan pekerjaan mereka, memastikan kebebasan berserikat dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Hak pekerja dan serikat pekerja untuk bernegosiasi dan memperjuangkan
kondisi kerja, upah, dan kesejahteraan mereka dilindungi oleh peraturan nasional, seperti Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan konvensi internasional, seperti
Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berunding Bersama. Jika dialog atau negosiasi tidak
mencapai kesepakatan yang memuaskan, pemogokan dapat dilakukan sebagai langkah terakhir
yang sah. Namun, aksi mogok harus dilakukan secara damai, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,
dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha serta kepentingan umum. Perlindungan
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terhadap kedua hak ini menjamin terciptanya hubungan industrial yang adil, seimbang, dan
harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Tenaga kerja memiliki peran strategis sebagai subjek sekaligus tujuan dalam pembangunan negara
Indonesia.Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak dasar pekerja,
seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, perlindungan upah, dan
kebebasan untuk berserikat, berunding, dan membuat kerja . Dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka, perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan
hubungan industri yang adil, seimbang, dan adil. Pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh
diharapkan dapat mendorong kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun negara yang sejahtera, makmur, dan
berkeadilan. Selain itu, upaya menciptakan lapangan kerja, memberikan perlindungan tenaga kerja,
serta menghormati hak asasi manusia menjadi prioritas untuk menjaga produktivitas, stabilitas
sosial-ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam hal ini, tenaga kerja adalah subjek dan tujuan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia.
Untuk melindungi hak-hak dasar pekerja, seperti keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial,
perlindungan upah, dan kebebasan berserikat dan berunding, UU 13/2003 dibuat. Tujuan dari perlindungan
ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka serta menciptakan hubungan
industri yang adil dan damai. Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu negara yang
sejahtera, adil, dan makmur, pengaturan ketenagakerjaan yang komprehensif mendukung kerja sama antara
pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengurangan kemiskinan menjadi strategi penting untuk
memastikan stabilitas sosial-ekonomi serta keberlanjutan pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Sangat penting untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia dengan melindungi hak-hak normatif
pekerja. Upah yang layak, waktu istirahat, cuti tahunan, dan perlindungan non-finansial seperti larangan
diskriminasi dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bagian dari Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, hak untuk berserikat, berunding, dan melakukan
pemogokan dilindungi untuk menjamin hubungan industrial yang adil dan adil antara pekerja dan
pengusaha. Realisasi hak-hak normatif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu pekerja dan
keluarganya, tetapi juga berdampak positif terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan secara
keseluruhan. Dengan lingkungan kerja yang adil dan aman, pekerja merasa dihargai dan termotivasi, yang
pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, tenaga
kerja memainkan peran strategis sebagai aktor dan tujuan pembangunan. Pengaturan ketenagakerjaan yang
komprehensif dan terkoordinasi diperlukan untuk memenuhi hak-hak pekerja, melindungi mereka dari
praktik yang tidak adil, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi pertumbuhan usaha. Upaya ini
harus sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengutamakan penciptaan lapangan kerja,
perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas sosial-ekonomi. Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak
normatif pekerja merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang
efektif di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan komitmen dari semua pihak terkait,
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diharapkan hubungan industrial dapat berjalan secara harmonis dan saling menguntungkan, mendukung
terciptanya negara yang sejahtera, adil, dan makmur.
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